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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 
NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANG 

RETR IBUS I PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan daerah 
yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga 
perlu dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara 
optimal; 

b. bahwa terhadap pemakaian kekayaan daerah oleh orang 
atau badan dapat dipungut retribusi sebagai imbalan atas 
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 
menganut prinsip komersial; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 hurup a 
dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi 
pemakaian kekayaan daerah perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repunlik 
Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Ja l an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

7. Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5243); 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negera Republin Indonesia Nomor 
5145); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaran J a s a Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insintif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Retribusi J a s a Usaha; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

dan 

BUPATI KAPUAS HULU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETR IBUS I PEMAKAIAN 
KEKAYAAN DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan 
Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

4. Retribusi Daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas j a sa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

5. J a s a adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati orang pribadi atau Badan: 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Surat Keputas keberatan adalah surat keputasan atas keberatan terhadap 
SKRD atau atau dokumen lainnya dan SKRDLB yang ditunjukan oleh wajib 
retribusi. 

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek retribusi, ketentuanan besarnya retribusi yang terhutang 
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

9. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 

10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu 
kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Pengujian Mutu Kontruksi 
yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas 
pemakaian kekayaan daerah di bidang pengujian mutu kontruksi. 

13. J a s a Usaha adalah j asa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

14. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah, berupa alat-alat dan bahan-bahan laboratorium 
pengujian konstruksi. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk j asa memanfaatan dan perizinanan dari 
pemerintah daerah yang bersangkutan.. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 



18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
surat setoran penerima retribusi ke Kas Daerah. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB* adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 

2 1 . Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk 
mendaftarkan obyek retribusi yang digunakan; 

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disebut PPNS daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Pemerintah Daerah yang wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan 
Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

B A B I I 
1 NAMA, OBYEK DAN S U B Y E K RETR IBUS I 

Pasal 2 

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah. 

Pasal 3 

(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian kekayaan 
daerah. 

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat satu (1) adalah pengguna tanah yang tidak mengubah 
fungsi dari tanah tersebut. 

Pasal 4 

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan, 
memakai dan manfaatkan kekayaan daerah. 

(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib 
retribusi. 



BAB II I 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN, 

SERTA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
Pasal 5 

Cara mengukur tingkat penggunaan j a sa pemakaian kekayaan daerah didasarkan 
pada jenis kekayaan daerah, frekuensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian 
yang ditetapkan. 

Pasal 6 

(1) Prinsip dan besarnya dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 
yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan j a sa usaha tersebut dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Pasal 7 

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB IV 
GOLONGAN RETR IBUS I 

Pasal 8 

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi J a s a Usaha. 

BAB V 
WILAYAH PUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan. 

BAB V I 
PENINJAUAN TARIF RETR IBUS I 

Pasal 10 

(1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

4 (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan 
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. 

(3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 



BAB VII 
SAAT RETR IBUS I TERUTANG 

Pasal 11 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

BAB VII I 
MASA RETR IBUS I 

Pasal 12 

Masa retribusi yang digunakan sebagai dasar penetapan batasan waktu 
pengunaan j asa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai 
peralatan dan bahan laboratorium, adalah satuan per sampel uji, per titik, per 
meter uj i , per parameter uji . 

BAB IX 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETR IBUS I 

Pasal 13 

(1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD. 

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar 
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. 

(3) SPdORD yang telah diisi oleh wajib retribusi sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran obyek Retribusi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, is i serta tata cara pengisian dan 
penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 14 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Ketentuan mengenai bentuk, i s i dan penerbitan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB X 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN 

Pasal 15 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur 
dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 16 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari 
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah. 

(4) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Tata cara pembayaran, penyetoran, 
tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB X I 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 17 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

BAB X I I 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 18 

(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi 
terutang sampai saat ja tuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat 
melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan 
menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. 

(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari 
sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang 
sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang 
terutang. 

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan surat teguran. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XI I I 
KEBERATAN 

Pasal 19 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk atau surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen 
lain yang disamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-
alasan yang jelas. 



(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, 
wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan 
retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, 
kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(5) Keadaan di luar sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah suatu keadaan yang 
terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. 

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak 
dipertimbangkan. 

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan 
pelaksanaan penagihan retribusi. 

Pasal 20 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang 
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap 
dikabulkan. 

BAB XIV 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETR IBUS I 

Pasal 21 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan 
wajib retribusi. 

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau 
kerusuhan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XV 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 22 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati. 



(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran retribusi. 

(7) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 23 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diajukan 
secara tertulis kepada Bupati dengan paling kurang memuat: 
a. nama dan alamat wajib retribusi; 
b. masa retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran; 
d. alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan 
secara langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukt i penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat 
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 

Pasal 24 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang 
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti 
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB XVI 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 25 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, 
kecuali j i k a wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 



(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh j i ka : 
a. diterbikan surat teguran, atau; 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
wajib retribusi. 

Pasal 26 

(1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi 
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XVI I 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 27 

(1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif 
atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XVI I I 
PENYIDIKAN 

Pasal 28 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah sebagaimana di maksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 
retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan 
daerah dan retribusi; 

i . memanggil orang untuk didengar keterangannnya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j . menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

BAB X IX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 29 

(1) Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kal i jumlah retribusi 
terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
Negara. 

BAB X X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30 

Kekayaan Daerah yang telah disewakan atau digunakan sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa 



retribusi dan/atau kontrak perjanjian. 

BAB X X I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati 
Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang biaya pengujian mutu konstruksi 
di Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 32 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu. 

Ditetapkan di Putussibau 
pada tanggal 11 Januar i 2013 

BUPATI KAPUAS HULU, 

A.M. NASIR 

Diundangkan di Putussibau 
Pada tanggal 14 Januar i 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 

Ir. H.M. SUKRI 
Pembina Utama Muda 
NIP : 19590922 198903 1 004 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013 
NOMOR 4 



PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANG 

RETR IBUS I PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

I . UMUM 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi 
Daerah merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman 
kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan 
retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan 
prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi 
telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh 
daerah yang meliputi Retribusi J a s a umum, Retribusi J a s a Usaha. 

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
j a sa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna 
yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi 
pemerintah daerah untuk memberikan j asa pelayanan kepada orang atau 
sesuatu badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. Jad i 
syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara 
pemerintah daerah dengan orang atau suatu badan. 

Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan atas hak berupa 
peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen sab dan 
legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan 
yang telah diberikan sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau 
sesuatu badan dapat ditentukan secara pribadi. 

Retribusi J a s a Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Di Bidang Pengujian 
Mutu Konstruksi merupakan j asa yang disediakan oleh pemerintah daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali 
potensi dari j a sa usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas 
Hulu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terus menerus 
dilakukan secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Retribusi J a s a Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Di Bidang Pengujian 
Mutu Konstruksi adalah merupakan jenis retribusi j a sa usaha yang 
disampailcan pada saat ini dianggap potensial untuk dilakukan pemungutan 
retribusinya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemampuan Pemerintah 
Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyediakan pelayanan dan penyediaan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna jasa seperti syarat 
untuk dapat dilakukan pemungutan retribusi. 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan 
peraturan daerah, maka dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan-
ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan Retribusi J a s a 
Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Di Bidang Pengujian Mutu Konstruksi 
agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat 



berdayaguna dan berhasil guna secara optimal. Selanjutnya dalam peraturan 
daerah ini mengatur beberapa hal yaitu : jenis retribusi j a sa usaha pemakaian 
kekayaan daerah di bidang pengujian mutu konstruksi, masa retribusi, 
peninjauan tarif retribusi, tata cara pendaftaran dan penetapan. 

Retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran, sansksi 
administrasi, tata cara penagihan, keberatan, beserta ketentuan lain yang 
menyangkut retribusi daerah. 

I . Pasal Demi Pasal 

Pasal 1 
Cukup Je las 

Pasal 2 
Cukup Je las 

Pasal 3 
Cukup Je las 

Pasal 4 
Cukup Je las 

Pasal 5 
Cukup Je las 

Pasal 6 
Cukup Je las 

Pasal 7 
Cukup Je las 

Pasal 8 
Cukup Je las 

Pasal 9 
Cukup Je las 

Pasal 10 
Cukup Je las 

Pasal 11 
Dokumen lain yang dipersamakan untuk meingantisipasi perkembangan 
dan kebutuhan sarana administrasi yang lebih efektif dan efisien dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi. 

Pasal 12 
Cukup Je las 

Pasal 13 
Cukup Je las 

Pasal 14 
Cukup Je las 



Pasal 15 
Cukup Je las 

Pasal 16 
Cukup Je las 

Pasal 17 
Cukup Je las 

Pasal 18 
Cukup Je las 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup Je las 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah keberatan 
yang diajukan disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah 
retribusi yang terutang atau lebih dibayar yang tertuang dalam 
dokumen ketetapan adalah tidak tepat. 

Ayat (3) 
Cukup Je las 

Ayat (4) 
Cukup Je las 

Ayat (5) 
Cukup Je las 

Ayat (6) 
Cukup Je las 

Ayat (7) 
Cukup Je las 

Pasal 20 
Cukup Je las 

Pasal 21 
Cukup Je las 

Pasal 22 
Cukup Je las 

Pasal 23 
Cukup Je las 

Pasal 24 
Cukup Je las 

Pasal 25 
Cukup Je las 



Pasal 26 
Gukup Jelas 

Pasal 27 
Cukup Jelas 

Pasal 28 
Cukup Je las 

Pasal 29 
Cukup Je las 

Pasal 30 
Cukup Jelas 

Pasal 31 
Cukup Jelas 

Pasal 32 
Cukup Jelas 



LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 
NOMOR 4 TAHUN 2013 
TENTANG 
BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

NOMOR 
X 1 Vro/ I f X V / X V 

OBYEK RETRIBUSI 
. V » i-J X 1 \ U X i \ X X / V / V_/ X 

SATUAN 
X X V TO X X * 

TARIF 

1 2 3 4 
1 
J . 

Alat Ppnpi i i i an Rptori 
I 1 I n L X V * X X C X X X J X G L 1 X X X L V J 1 1 

1. Gelas Ukur Per sampel 5,000 
9 O r r a n i k P lat 
TO * V S X c l c l X X X X V . X i ( X L 

P**r "wninpl 
X V . X O C X X X X X X V . X 

10.000 
3 C a i r a n Nanh 
X X . V x C X X X C X X X X 1 C X V X X X 

Ppr s ampp l 
X X . X O G X X X X X S X / X 

30 000 
4. Timbangan Digital Kapasitas 20 Per sampel 10.000 
5. Timbangan Digital Kapasitas 10 

4 TO J , £ M A A ) k | p U A X• •— XSixX XH^H*^L TO TOXXX. a—X XTO W-xTO I — H H * . . A —-X 

Per sampel 10.000 
S Timbjanppin l^/Tfiriiml TCfinflsitfiS 7l 
V * X I M I ' / T 1 1 1 y<j X V X C L X X U C L X X V C X w C X . O A l . C l O X j 

Ppr RflmnH 
X \ X o c x x x x x x w x 

15.000 
7 ftVneve ftb^ker e lek f r ik 
f » V J l l l V s V \s W J A A C L X W - A V - A V x X V L X X X V 

Ppr s amnp l 
X ^ 1 O C X X X X L X X H X 

30 000 
ft A1s*"t* Scifincffln 
O * X x l C L L O C U . l l i . g C U X 

Ppr R a m n p l 
X X . X O C U 1 1 I X V . 1 

10.000 
Q Pipn nm eter 
TO/ * 1 X V x X X V X X X V - L l x X 

Ppr s amnp l 
X Vx A O C U - A A W V x A . 

10.000 
11 Absorntion of F i n e Afferesate Per samoel 

X ^xTO WxXX 1 X X *TO %x TO 
25.000 

10- Ooneret A/Fiver fMnlenl 
X X i . V ro 'V/XXVxX V . V l V X X / V V x X l l V X V S X V r X X I 

Ppr s amnp l 
X VxA O L U l l L / V x J . 

50 000 
V / Vx * \J vx ^ x 13 Specific Gravitv Test Per sampel 25.000 

14 TYrvinc O v e n Ppr s a m n p l 
X w O C L X X X X 7 V . X 

30 000 
I S oetakan Kubus 
X V / * Vx V/ XXxXXXXAX X X X VX W M . VX 

Per sampel 10.000 
1S O e t a k a n ftilinrier 
X v l • V ^ ^ L C U V C U l O l l l l l V x v x l 

Per s a m n p l 
X V*< A O C U 1 1 V J v > x 

10 000 
X I * O l L l l l l M 1 v u l Per s amnp l 

X NxA O C U . X X X x V x X 
40.000 

X O • H1U1LX \ll L C I c U . 1 f PeT QS^TYITJel 1 C I O C U 1 1 L i C l 5 000 
X G 7 . X U l l g l v c l L x CXlXCLLlclL Pe r Q a m n e l 

X C I O C U l l L J C l 
10 000 

OO Alat T Tii T p V a n 
A£\J . r\lcXL O J 1 1 C I V C U I 

Pe r R a n n n e l 50 000 
v x v • v v v x vx 

21 Universal Testing Machine (UT 
— f .TO. 4 4roX X X X V XH* JL. V^XrolTO A VX VTO I X A ^ W I f A L A V l TO • * TO X.X 1 ——X TO . 

Per sampel 100.000 
22. Sekop Per sampel 10.000 
23. Cangkul Per sampel 10.000 
24. Palu Plastik Per sampel 5.000 
25. Wadah/mangkok Per sampel 5.000 
26. Sendok semen Per sampel 5.000 
27. Kunci Pas/Ring Per sampel 5.000 
28. kuas Per sampel 5.000 
29. Sikat Besi Per sampel 5.000 
30. Hammer Test Per Titik 80.000 
31 . Job Mix Desain Beton Per sampel 750.000 
32. Kuat Tarik Per sampel 150.000 
33. Abrasi Test Per sampel 30.000 

http://XVCXwCX.OAl.ClO
http://OCU.lli.gCUX


1 
X 

9 
X j 

3 4 
9 
TO 

A l a t P p n o n l i i Q t i T a t i a F i 
/ x X d l X CXXgllJXdXX X C u X c L L X 

1 XCoi* A i t " X e l odlXXpCX i 3 nnn 
O T^p»f*at .Tprt i 'c T Q T I Q V I O C X d l c J C l l l o 1 clXXctXl P e r c Q t n n p l 

r c i o d i x x p c x 
1 3 nnn 

ft A t t e r h e r o L i m i t 
KJ• A L W A U C X g X./11XXXL 

P e r G a m n e l 
X C I O C U l l U V x i . 

40 000 
4 A n a l i c a ^ Q T I D G r a n i»XicLU.ocX O c t l l i l g c t l l P e r Q a m n e l r c i ocixxxpcx 

S PemaHatan /fttanriar 
v x » X C A A A C L U . G L I C U A / U L C U 1 U C U 

Per aamnel 
X C X O C U X l k / v i 

115 000 
X X C W W 

U . A C l l l d l l d l c l X l XVXL/CXXXXCU. P e r Q a m n e l r c i ocixxxpcx 173 nnn 
/• U D J \ U d U U X d l U I l U I I l Dot" o o t*n n e l I rcX odXXipcX 3nn nnn 
O . VxOIv X / c X p d l l g d l 1 P o r c o t Y i n o l 

r c i o d x x x p c l i nn nnn 
y. riiciruiiicLCi " D O T * O Q i n n o l 

r c i o c u l i p c x in nnn 
1 O R e r a t T«ai / V n l n m e 
J L l S . O C X CLL XOX/ V C A U . 1 A X C 

P e r Q a m n e l 
J T C X O C U l X p C X 

1 1 . xVUIXoUXXvlclal P e r c a m n i ^ l r c i odxxxpcx QO nnn 
1 ^ . OctXXXX V^UIXC P e r t i t i k i on ono 
1 ft ftnnHir 
l O . OlsXXllXX 

P e r t i t i k 
X C X L l U l x v 

400 000 
14. DCP Per titik 50.000 

Pet* Q a m n e l x cx ocixxxpcx .30 000 
16. wadah Aluminium Per sampel 5.000 
17 .mortar and Pastle Per sampel 10.000 
18. Hand Bor Per sampel 75.000 
l 7 . J U L ) 1 V X 1 A I H / C O C X I I X I d l l d X l r c i o d i x x p c x 730 noo 

3 A 1 o-f- D o n m l i i o t i A o n o l /\XcLL J r C l l g U J I c u J - /xopc t l 

1 T^enet facn npnof f ln . T a m m 
1 . A C X 1 C U C l o X .L/CXXgCLXX W C U . LXXXX 

P e r Q a m n e l 
X C X O C X A X X p C X 

75 000 
1 KJ •\J\J\f O T i t i k T p m h p l r 

1 ILXJV XxCXXXUCXv 
P e r Q a m n e l 
X C X • O c u l l U t / l 

50 000 
K J \ J » \ J \ J \ J 

ft T i t i k M v a l a O . X lLXJv X i y d l d P e r Q a m n e l JT cx ocixxxpcx 30 000 
4 F)akti1ita<a 
* T . O C U V L X X X L C l O 

P e r samnpl 
X C X O u l X l L / L > A 

80 000 
KJKJ » \ J \ J \ J 

cr TTktfCietiriri ( I T p l a r n t a n p O U P T 0 \ O . JE/KirdcLlOIX ^JVcXd lL l Lc t i l v x ^ X i V x l ^ O ; D * a i " G Q T T 1 n e l 

r c i ocixxxpcx 
460 onn 

ft X 3 / a T * 0 ' f " Ton i o A c n n l O . O C X d L i J c I X X o / \ o p d l P e r Q a m n e l r c i ocixxxpcx 410 000 
7 T ^ e k e n t a l a n / • JYCJY.CXXlcU.dIX P e r satnnpl x c x o c i x x x p c x 65 000 

\ J v9 • \ J KJ \ J 
ft T f e l e k a t a n O . JYCXCJvdldXX P e r Q a m n e l r e x ocixxxpcx 50 000 
Q ICnat Tekan Canrnuran Asnal 
TO/ . I V U C i t X V x X V C U X V x C X X X X X / 1 4 . A U i l X 1 V 3 L / C U 

Per sarnnel 
A V'HTO V J V I V I . TO J L p—' TO 

50.000 
10. Core Drill Per titik 400.000 
11 . Titik Leleh Per sampel 60.000 
12. Sand Equivalent Per set 255.000 
13. Desain Mik Aspal Per sampel 750.000 
14. Stop Wacth Per sampel 10.000 

BUPATI KAPUAS HULU, 

A. M. NASIR 

file://�/J/J/f
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